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TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM 
TERHADAP JUAL BELI TANAH 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian dan peraturan yang 
berkaitan dengan jual beli tanah serta hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli 
serta tanggungjawab hukum bila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam jual 
beli tanah. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif artinya 
meneliti tentang kaedah-kaedah dan asas-asas hukum dan bersifat deskriptif artinya 
menjelaskan tentang bagaimana peraturan hukumnya terhadap jual beli tanah. Sumber 
data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni data hukum 
primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan 
dan studi lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan proses perjanjian jual beli tanah harus memenuhi syarat 
materiil yaitu ada pembeli, penjual dan obyek tanah, kemudian syarat formil meliputi 
sertifikat tanah asli, bukti telah membayar PBB, surat setoran BPHTB, surat setoran 
PPh, dan data data penjual dan pembeli yang meliputi: KTP dan KK. Peraturan yang 
berkaitan dengan jual beli tanah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 
Tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok 
Agraria. Tanggung jawab hukum apabila pihak pembeli melakukan kesalahan seperti 
membatalkan perjanjian maka harus membayar ganti rugi (pasal 1276 KUHPerdata). 
Sementara itu, apabila kesalahan dilakukan oleh pihak penjual maka mengganti 
kerugian yang dialami oleh pembeli akibat perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan olehnya (pasal 1365 KUHperdata). 
 




This study aims to determine the process of agreements and regulations relating to the 
sale and purchase of land and the rights and obligations between the seller and buyer 
and legal liability if one party made a mistake in the sale and purchase of land. The 
method of research using normative approach method means to examine the kaedah-
kaedah and the principles of law and is descriptive meaning to explain about how the 
rule of law against the sale and purchase of land. Sources of data consists of primary 
data ie interviews and secondary data namely primary, secondary and tertiary legal 
data. Methods of data collection through literature study and field study (interview), 
then the data were analyzed qualitatively. The result of the research shows that the 
process of land purchase agreement must fulfill the material requirement that there 
are buyer, seller and land object, then the formal requirement includes the original 
land certificate, the proof has paid the PBB, the letter of deposit of BPHTB, the PPh 
payment letter, and the data of the seller and buyer data including : KTP and KK. 
Regulations relating to the sale and purchase of land are regulated in the Civil Code 
(Civil Code), Government Regulation No. 24/1997 on Land Registration, Law No. 
5/1960 on Basic Agrarian Basic Regulations. Legal liability if the buyer made a 
mistake such as canceling the agreement then must pay compensation (section 1276 
KUHPerdata). In the meantime, if the mistake is made by the seller, it will 
compensate the losses suffered by the buyer due to the unlawful acts committed by 
him (article 1365 KUHperdata). 
 
Keywords: land sale and purchase agreements, rights and obligations, legal liability 
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1. PENDAHULUAN 
Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia.  Setiap 
orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk 
matipun manusia masih memerlukan tanah.  Bertambah banyaknyajumlah 
manusia yang memerlukan tanah untuk  tempat perumahan, juga kemajuan dan 
perkembangan ekonomi, sosial-budaya dan teknologi menghendaki pula 
tersediannya tanah yang banyak umpamanya untuk perkebunan, peternakan, 
pabrik-pabrik,  perkantoran, tempat hiburan dan jalan-jalan untuk perhubungan.
1
 
Tanah tersebut dapat  diperoleh dengan melalui jual beli tanah. 
Secara umum jual-beli dalam pasal 1457 KUHPerdata. Dikemukakan lebih 
lanjut bahwa perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik sempurna, 
dimana kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli dan sebaliknya kewajiban 
pembeli merupakan hak dari penjual. Dalam hal ini, penjual berkewajiban untuk 
menyerahkan suatu kebendaan serta berhak untuk menerima pembayaran, 
sedangkan pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran dan berhak untuk 
menerima suatu kebendaan. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka tidak akan 
terjadi perikatan jual beli.
2
 
Oleh karena itu jual beli tanah adalah perbuatan hukum yang berupa 
penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual 
kepada pembeli, yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual.
3
 
Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam jual beli  hak atas 
tanah diperlukan adanya persyaratan formil bagi penjual atau  pemilik hak atas 
tanah. Syarat formil terhadap obyek jual beli hak atas  tanah berupa bukti 
kepemilikan tanah yang terkait dengan hak atas tanah,  dan juga terkait dengan 
prosedur peralihan hak atas tanah. Prosedur jual  beli hak atas tanah telah 
ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku, yakni  Peraturan Pemerintah No. 24 
Tahun 1997. 
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Menurut ketentuan tersebut, jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu 
akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT. 
Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam  jual beli tanah, proses 
jual beli tanah hanya dapat dilakukan diatas tanah  yang dimiliki berdasarkan 




Akta PPAT merupakan akta otentik yang pada hakekatnya memuat 
kebenaran formil dan materil. PPAT berkewajiban untuk membuat akta 
sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, serta sebelum proses pembuatan 
akta PPAT mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan sertifikat suatu 
bidang hak atas tanah di kantor pertanahan. selain itu, PPAT mempunyai 
kewajiban untuk membacakan akta sehingga isi akta dapat dimengerti oleh para 
pihak. PPAT juga harus memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses 
terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait bagi para pihak yang 
menandatangani akta. oleh karena itu para pihak dapat menentukan dengan bebas 
untuk menyetujui isi akta PPAT yang akan ditandatanganinya. 
Dalam proses jual beli tanah sering terjadi permasalah baik ketika 
perikatan sampai ekskusi atau pelaksanaan jual beli tanah tersebut dilaksanakan. 
Maka dari itu hukum dibutuhkan untuk memberikan tanggungjawab dan 
perlindungan dalam proses jual beli tanah agar tercipta rasa aman oleh pelaku jual 
beli tanah. 
Sejalan dengan hal tersebut di atas maka pada dasarnya jual beli tanah 
tersebut terjadi adanya perjanjian antara penjual dan pembeli yang kemudian 
menimbulkan hubungan hukum untuk melakukan hak dan kewajiban, dimana 
penjual berkewajiban menyerahkan hak milik atas tanah  tersebut, setelah pembeli 
menyerahkan harganya. Jika penjual telah menyerahkan hak milik atas tanah 
tersebut maka terjadilah pemindahan hak milik atas tanah dari penjual kepada 
pembeli, jika ada salah satu pihak yang tidak melakukan kewajibannya dalam jual 
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beli tanah tersebut sesuai yang di perjanjikan maka ia harus bertanggung jawab 
atas dasar wanprestasi, dan jika terdapat salah satu pihak melakukan jual beli 
dengan melanggar peraturan yang telah ditentukan maka ia harus bertanggung 
jawab atas dasar perbuatan melawan hukum. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian jual beli tanah dan peraturan yang 
berkaitan dengan jual beli tanah serta hak dan kewajiban antara penjual dan 
pembeli senta tanggungjawab hukum dalam proses jual beli tanah apabila salah 
satu pihak melakukan kesalahan dalam jual beli tanah. Mengenai manfaat 
penelitian antara lain: (1) Manfaat terhadap peneliti dapat memberikan 
pengetahuan serta perkembangan wawasan terhadap peneliti untuk menjawab 
pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini; (2) Manfaat terhadap 
masyarakat, yaitu (a) Memberikan informasi tentang tanggungjawab hukum 
dalam proses jual beli tanah; (b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 
masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui proses penyelesaian jual-beli 
tanah; dan (3) Manfaat terhadap pendidikan antara lain: (a) Dapat memberikan 
pengetahuan serta perkembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan umum khususnya pada ilmu hukum perdata 
yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap jual beli tanah;  
(b) Memberikan tambahan informasi dan referensi maupun literature bagi 
penulisan hukum selanjutnya guna perkembangan ilmu hukum.  
2. METODE  
Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif bersifat 
deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data 
sekunder yakni data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan 
data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), kemudian data 
dianalisis secara kualitatif.5 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses Perjanjian Jual Beli Tanah 
Sebelum melakukan proses jual beli, penjual maupun pembeli harus 
memastikan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa atau tanggungan 
di Bank. Jika tanah tersebut sedang dalam permasalahan maka PPAT dapat 
menolak pembuatan Akta Jual Beli yang diajukan. 
Menurut hasil wawancara baik dengan Shallman, SE., SH., MM., M.Kn, 
selaku Notaris PPAT di Surakarta, dijelaskan bahwa dalam transaksi jual beli 
tanah, pihak PPAT akan meminta persyaratan. Syarat jual beli tanah ada dua, 
yaitu syarat materiil dan syarat formil, yaitu:
6
 
Pertama, syarat materiil, antara lain: (1) Penjual adalah pihak yang berhak 
menjual tanah, pemegang sah dari hak atas tanah yang dijual atau pemilik, adalah 
yang berhak menjual suatu bidang tanah, apabila subyek hukumnya adalah orang. 
Dalam hal, hak milik atas tanah terdapat lebih dari satu pemilik, maka yang 
berhak menjual adalah mereka yang memiliki tanah tersebut secara bersama-
sama, dan dilarang dijual oleh satu orang saja. Pemilikan bersama hak milik atas 
tanah itu biasanya terjadi karena pewarisan atau dahulu pernah membeli secara 
patungan atau bersama-sama, atau juga karena pernah diperoleh secara bersama-
sama secara hibah; (2) Pembeli adalah pihak yang diperkenankan membeli tanah, 
sebagai penerima hak pembeli harus memenuhi syarat untuk memiliki tanah yang 
akan dibelinya. Menurut UUPA, yang dapat mempunyai hak milik atas tanah 
hanya Warga Negara Indonesia tunggal dan badan-badan hukum yang ditetapkan 
oleh pemerintah, yakni badan-badan hukum yang bergerak di bidang sosial dan 
keagamaan (Pasal 21 UUPA); (3) Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjual 
belikan dan tidak sedang dalam sengketa. 
Kedua, syarat formil, antara lain: (1) Data-data tanah, terdiri dari: (a) 
Sertifikat tanah asli, digunakan untuk pengecekan dan balik nama; (b) Bukti telah 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (c) Surat Setoran BPHTB (Surat 
Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan); (d) Surat Setoran PPh 
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(Surat Setoran Pajak Penghasilan) dan (e) Jika sertifikat hak atas tanah sudah 
tidak dibebani Hak Tanggungan (Hipotik), harus ada bukti pencabutan Surat Roya 
dari Bank yang bersangkutan; (2) Data penjual dan pembeli, (a) Penjual, 
membawa Kartu Tanda Penduduk suami isteri, Kartu Keluarga, Surat Persetujuan 
Suami/Isteri bagi yang sudah berkeluarga, Kutipan akta nikah bagi yang telah 
menikah atau kutipan akta cerai bagi yang telah cerai; (b) Pembeli, membawa  
Kartu Tanda Penduduk dan  Kartu Keluarga. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 
38 PP. No. 24 Tahun 1997 mengenai para pihak yang harus hadir dalarn 
pembuatan Akta Jual Beli.  
Selanjutnya, proses jual beli tanah antara lain:  Pertama, sebelum 
dilakukan jual beli tanah (sebelum adanya kesepakatan). Sebelum dilakukan jual 
beli tanah, proses jual beli tanah dimulai dari adanya penjual yang ingin menjual 
tanah miliknya. Penjual adalah pihak yang berhak menjual tanah. Kemudian 
adanya calon pembeli yang menyatakan minatnya untuk membeli tanah tersebut. 
Pembeli adalah pihak yang diperkenankan membeli tanah. Sebelum melakukan 
proses jual beli tanah, penjual maupun calon pembeli harus memastikan bahwa 
tanah tersebut tidak dalam sengketa atau tanggungan di bank. Sebelum kedua 
pihak yaitu penjual dan pembeli bersepakat, penjual membuka harga awal atas 
tanah yang dijualnya dan kedua pihak melakukan negoisasi harga. Disamping itu 
calon pembeli melakukan penelitian terhadap surat-surat yang menyangkut tanah 
yang menjadi objek jual beli. Disamping itu juga harus dipenuhinya syarat syarat 
baik syarat materiil maupun syarat formil. Syarat materiil pada jual beli tanah 
yaitu adanya penjual dan pembeli serta adanya tanah yang merupakan tanah milik 
penjual dan tidak sedang dalam sengketa. Syarat formil pada jual beli tanah yaitu 
antara lain adanya data data tanah yang meliputi (sertifikat tanah asli, bukti telah 
membayar PBB, Surat Setoran BPHTB, Surat Setoran PPh), data data penjual dan 
pembeli yang meliputi (KTP, KK). 
Kedua, pada saat jual beli tanah (pada saat terjadi kesepakatan). Apabila 
kedua pihak yaitu penjual dan pembeli bersepakat atas harga dan tanah tersebut 
maka akan terjadi jual beli tanah. Jadi jual beli tanah itu terjadi apabila kedua 
pihak sepakat atas harga dan tanah dari penjual ke pembeli begitu sebaliknya, oleh 
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karena itu perjanjian jual beli tanah tersebut merupakan perjanjian konsensuil 
yang artinya apabila kedua pihak telah sepakat maka pada saat itulah antara 
penjual dan pembeli mengikat dan terjadilah hubungan hukum antara penjual dan 
pembeli tanah untuk saling melakukan hak dan kewajiban.  Untuk itulah dibuat 
perjanjian tertulis yang harus ditandatangani oleh kedua pihak dalam bentuk akta 
jual beli. Penjual berhak untuk menerima uang dari pembeli, dan berkewajiban 
untuk menyerahkan tanah yang akan dijualnya. Pembeli berhak menerima tanah 
yang akan dibelinya, dan berkewajiban untuk membayar harga tanah yang telah 
disepakati. Calon pembeli dan penjual melakukan kesepakatan tentang harga 
tanah kemudian menunjuk salah satu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk 
melakukan jual beli tanah. Selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
membuat akta jual beli tanah dengan dihadiri oleh para pihak atau orang yang 
dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis. Dalam pelaksanaan proses jual 
beli tanah, hak atas tanah diserahkan dari penjual kepada pembeli setelah adanya 
kesepakatan dan pembayaran harga tanah. Setelah sepakat dan ditandatangani jual 
beli tanah antara penjual dan pembeli maka kepemilikan hak atas tanah beralih 
kepada pembeli.  
Ketiga, setelah jual beli tanah. Setelah jual beli tanah terjadi maka akan 
dilakukan pemindahan hak milik atas tanah. Pemindahan hak milik atas tanah jual 
beli harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan 
diwujudkan dalam Akta Jual Beli (AJB). Menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: ”Setiap 
pemindahan hak atas tanah kecuali yang melalui lelang hanya bisa didaftarkan 
apabila perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah tersebut didasarkan pada 
akta PPAT”. Adanya akta jual beli dari PPAT sebagai tanda bukti telah 
dipenuhinya sifat terang dan nyata (riil) yang merupakan syarat sahnya perbuatan 
hukum yang bersangkutan, sehingga menurut hukum mengikat para pihak yang 
melakukannya. 
Menurut Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran 
tanah, Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan syarat bagi 
pendaftaran pemindahan hak atas tanah.  Fungsi akta jual beli yang dibuat oleh 
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Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sebagai bukti; bahwa benar telah 
dilakukan perbuatan hukum, yang bersangkutan dan karena perbuatan itu, sifatnya 
tunai sekaligus membuktikan berpindahnya hak atas tanah yang bersangkutan 
kepada penerima hak. Pemindahan haknya hanya dapat didaftarkan jika 
dibuktikan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).  
Jadi perjanjian jual beli tanah hanya boleh dilakukan dengan akta PPAT 
sebagai buktinya untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya di Kantor 
Pertanahan. Dengan dilakukannya jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah maka dipenuhi syarat terang, yaitu perbuatan tersebut bukan merupakan 
perbuatan hukum yang gelap yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Akta 
jual beli yang ditandatangani para pihak membuktikan telah terjadi pemindahan 
hak dari penjual kepada pembelinya dengan disertai pembayaran harganya. Hal ini 
telah memenuhi syarat tunai dan juga syarat riil karena telah menunjukkan secara 
nyata telah terjadi perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan. Akta tersebut 
membuktikan bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan hak 
untuk selama-lamanya dan pembayaran harganya. Oleh kerana perbuatan hukum 
yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut 




Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya Notaris-
PPAT mempunyai peranan yang sangat besar, terutama dalam proses pembuatan 
akta-akta, agar akta yang dibuatnya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan 
perundangan yang berlaku dan tidak merugikan para pihak yang membuatnya. 
Dengan mempertimbangkan tugas dan kewajiban Notaris-PPAT sebagai pejabat 
umum yang berwenang membuat akta otentik, maka akta yang dibuatnya tersebut 
harus merupakan juga alat pembuktian formal yang mengandung kebenaran 
absolut, sehingga seharusnya notaris juga berperan untuk mengantisipasi secara 
hukum atas timbulnya hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang 
membuatnya serta akibat hukum dan perjanjian tensebut. 
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3.2 Peraturan Yang Berkaitan Dengan Jual Beli Tanah Serta Hak dan 
Kewajiban Antara Penjual dan Pembeli 
Proses jual beli tanah diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan yaitu: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); (2) PP 
No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaram Tanah; dan (3) Undang-Undan Nomor 5 
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 
Menurut Menurut Shallman, SE., SH., MM., M.Kn selaku Notaris PPAT 
di Surakarta, hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli yaitu penjual berhak 
untuk menerima uang yang diberikan kepada pembeli, dan penjual berkewajiban 
untuk menyerahkan tanah kepada pembeli. Sedangkan pembeli berhak menerima 
tanah yang telah dibeli, dan pembeli berkewajiban membayar kepada penjual 
sejumlah uang yang telah disepakati antara kedua belah pihak.
8
 
Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli 
adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan 
sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat 
diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 
diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu:  
(1) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;  
(2) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada 
penjual. 
Menurut Salim H.S., S.H.,M.S., Perjanjian jual beli adalah Suatu 
Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli . Di dalam 
perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli yaitu 
tanah kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban 
untuk membayar harga dan berhak menerima objek tanah tersebut. Unsur yang 
terkandung dalam definisi tersebut: (1) Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan 
pembeli; (2) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang tanah dan 
harga; dan (3) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan 
pembeli. 
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Menurut pasal 1513 kewajiban utama pembeli adalah membayar harga 
pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan menurut 
persetujuan. Selanjutnya jika pada saat jual beli disepakati tidak telah ditetapkan 
waktu dan tempat pembayarannya, pasal 1514 menentukan bahwa jika pada waktu 
membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu maka pembeli harus membayar 
di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan. 
3.3 Tanggung Jawab Hukum Dalam Proses Jual Beli Tanah Apabila Salah 
Satu Pihak Melakukan Kesalahan Dalam Jual Beli Tanah  
Suatu perjanjian tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan 
kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Proses jual beli tanah dapat 
menimbulkan sengketa karena karena adanya perbedaan nilai, kepentingan, 
pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum 
mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status 
penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu.  
Menurut Shallman, SE., SH., MM., M.Kn selaku Notaris PPAT di 
Surakarta, timbulnya tanggung jawab hukum itu dikarenakan adanya salah satu 




Jadi tanggung jawab hukum itu muncul apabila salah satu pihak 
melakukan kesalahan dan kesalahan itu dapat didasarkan atas wanprestasi dan 
perbuatan melawan hukum. 
Menurut Shallman Al Farizy, selaku Notaris PPAT di Surakarta, 
wanprestasi muncul karena adanya kesalahan yaitu debitur tidak memenuhi 
kewajibannya baik karena kesengajaan atau kelalaian. Kesalahan yang dilakukan 
oleh debitur misalnya apabila si penjual telah melakukan penagihan harga tanah 
kepada si pembeli sebanyak tiga kali berturut-turut tetapi pembeli tetap tidak bisa 
melunasi harga tanah sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua pihak setelah 
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dilakukannya pemindahan hak milik atas tanah.
 10
 Maka dari itu pembeli dianggap 
telah melakukan wanprestasi yang artinya pembeli tidak bisa memenuhi 
kewajiban sesuai dengan kesepakatan yaitu melakukan pembayaran harga tanah 
tetapi tidak bisa melunasi harga tanah dan pihak penjual telah melakukan 
penagihan sebanyak tiga kali berturut-turut tetapi tidak ada pelunasan harga tanah 
setelah penagihan yang dilakukan oleh pihak penjual. Oleh karena itu muncul 
akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi. Apabila wanprestasi 
yang timbul akibat pembeli yang tidak bisa melunasi harga tanah dengan penjual 
tidak bisa diselesaikan dengan mediasi maka akan diselesaikan dengan cara 
pengadilan yaitu dengan putusan hakim, setelah itu biarkan hakim yang memutus 
sesuai dengan bukti yang ada. Pembuktian dalam wanprestasi berdasarkan 
perjanjian, maka yang harus dibuktikan di pengadilan adalah hal hal apa sajakah 
yang dilanggar dalam perjanjian oleh tergugat.  Maka tanggung jawab hukum 
yang harus dilakukan oleh pembeli karena telah melakukan wanprestasi yaitu 
sesuai dengan pasal 1276 KUHperdata yang intinya: (1) Memenuhi dan 
melaksanakan perjanjian; (2) Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar 
ganti rugi; (3) Membayar ganti rugi; (4) Membatalkan perjanjian; (5) 
Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi. 
Menurut Shallman Al Farizy, selaku Notaris PPAT di surakarta, di dalam 
jual beli tanah apabila setelah adanya kesepakatan antara keduanya yaitu penjual 
dan pembeli dan telah melakukan hak dan kewajiban dimana pembeli sudah 
melakukan kewajiban yaitu membayar harga tanah dan penjual sudah 
mengalihkan hak milik atas tanah tetapi ternyata tanah tersebut mengandung 
sengketa, sehingga pembeli mengalami kerugian karena sudah membayar harga 
tanah tetapi tanah tersebut bukan milik penjual dan merupakan tanah sengketa, 
oleh karena itu pihak penjual dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan 
hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHperdata.
 11
 Seseorang dapat dikatakan 
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melakukan perbuatan hukum apabila adanya suatu perbuatan dan perbuatan 
tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta terdapat unsur kesalahan 
didalamnya. Dampak dari dilakukanya perbuatan melawan hukum itu adalah 
adanya kerugian yang muncul. Didalam perbuatan melawan hukum yang harus 
dibuktikan adalah kesalahan yang telah diperbuat tergugat (penjual) sehingga 
menimbulkan kerugian. Menurut pasal 1866 KUHperdata alat alat bukti dalam 
perkara perdata terdiri dari “bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-
persangkaan, pengakuan, sumpah”.  
Akibat perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHperdata, 
yang bunyinya : “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian 
kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 




Pertama, proses perjanjian jual beli tanah, sebelum dilakukan jual beli 
tanah  dimulai dari adanya penjual dan calon pembeli. Para pihak yaitu penjual 
maupun pembeli harus memenuhi syarat syarat baik syarat materiil maupun syarat 
formil. Adapun syarat materiil dalam jual beli tanah yaitu adanya penjual dan 
pembeli serta adanya tanah yang merupakan tanah milik penjual dan benar benar 
tidak dalam sengketa. Syarat formil dalam jual beli tanah yaitu adanya data data 
tanah yang meliputi: sertifikat tanah asli, bukti telah membayar PBB, surat setoran 
BPHTB, surat setoran PPh, dan data data penjual dan pembeli yang meliputi: KTP 
dan KK. Setelah syarat syarat jual beli tanah terpenuhi dan kedua pihak yaitu 
penjual dan pembeli bersepakat atas harga tanah dan obyek yaitu tanah milik 
pembeli maka terjadi jual beli tanah, oleh karena itu kedua pihak telah sepakat dan 
pada saat itulah kedua pihak yaitu penjual dan pembeli mengikat maka terjadilah 
hubungan hukum antara penjual dan pembeli untuk saling melakukan hak dan 
kewajiban. Penjual berhak untuk menerima uang dari pembeli, dan berkewajiban 
untuk menyerahkan tanah yang akan dijualnya. Pembeli berhak menerima tanah 
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yang akan dibelinya, dan berkewajiban untuk membayar harga tanah yang telah 
disepakati. Calon pembeli dan penjual menunjuk salah satu Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) untuk melakukan jual beli tanah. Selanjutnya Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT) membuat akta jual beli tanah dengan dihadiri oleh para pihak 
atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis. Pemindahan hak 
milik atas tanah jual beli harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) dan diwujudkan dalam Akta Jual Beli (AJB). Akta jual beli yang 
ditandatangani oleh para pihak merupakan bukti telah terjadi pemindahan hak 
milik atas tanah dari penjual kepada pembeli dengan disertai pembayaran harga 
tanah. 
Kedua, peraturan yang berkaitan dengan jual beli tanah diatur dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUHPerdata), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 
Dasar Pokok Pokok Agraria. Didalam jual beli tanah timbul hak dan kewajiban 
antara penjual dan pembeli. Hak penjual yaitu menerima harga tanah yang telah 
dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah 
pihak, dan kewajiban penjual adalah menyerahkan hak milik atas tanah yang di 
perjual belikan kepada pembeli. Hak pembeli yaitu menerima barang yaitu berupa 
tanah yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun yuridis, dan kewajiban 
pembeli yaitu membayar harga tanah secara lunas kepada penjual. 
Ketiga, tanggung jawab hukum dalam proses jual beli tanah dilakukan 
apabila salah satu pihak melakukan kesalahan, kesalahan itu dapat didasarkan atas 
wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kesalahan dapat didasarkan atas 
wanprestasi itu  muncul karena adanya kesalahan yaitu debitur tidak memenuhi 
kewajibannya baik karena sengaja atau karena kelalaian, kesalahan ini apabila 
pembeli tidak bisa membayar atau melunasi harga tanah sesuai yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak dan penjual telah melakukan penagihan 
sebanyak tiga kali berturut turut kepada pembeli tetapi pembeli tetap tidak bisa 
melunasi harga tanah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, oleh karena 
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itu pembeli dapat dikatakan wanprestasi dan muncul akibat hukum karena debitur 
(pembeli) dianggap tidak melakukan kewajibannya. Maka tanggung jawab hukum 
yang harus dilakukan oleh pembeli yaitu: memenuhi dan melaksanakan 
perjanjian, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, 
membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, membatalkan perjanjian disertai 
dengan ganti rugi (pasal 1276 KUHPerdata). Selain wanprestasi adapun kesalahan 
yang dilakukan dalam jual beli tanah dapat didasarkan atas perbuatan melawan 
hukum. Perbuatan melawan hukum itu muncul karena adanya unsur kesalahan 
didalam perbuatan yang dilakukan sehingga bertentangan dengan peraturan 
sehingga adanya kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum 
tersebut. Dapat dikatakan perbuatan melawan hukum didalam jual beli tanah ini 
apabila pihak penjual dan pembeli telah bersepakat dan telah melakukan hak dan 
kewajiban yaitu pihak pembeli telah melakukan pembayaran dan pihak penjual 
telah mengalihkan hak milik atas tanah, tetapi ternyata tanah tersebut tidak jadi 
diperjualbelikan karena mengandung sengketa, sehingga pembeli mengalami 
kerugian karena sudah membayar harga tanah sesuai dengan kesepakatan tetapi 
tanah tersebut bukan milik penjual dan merupakan tanah sengketa. Oleh karena itu 
pihak penjual dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Maka 
tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh pihak penjual adalah 
mengganti kerugian yang dialami oleh pembeli akibat perbuatan melawan hukum 
yang dilakukan olehnya (pasal 1365 KUHperdata). 
4.2 Saran 
Pertama, di dalam jual beli tanah diharapkan para pihak yaitu penjual dan 
pembeli harus lebih memastikan apakah tanah yang akan di perjual belikan benar 
benar tanah yang tidak mengandung sengketa, sehingga di dalam proses jual beli 
tanah tidak ada kesalahan yang dilakukan yang dapat menimbulkan kerugian yang 
di tanggung salah satu pihak, dan apabila terbukti melakukan kesalahan maka 
kesalahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. 
Kedua, diberikan penyuluhan mengenai proses jual beli tanah bagi 
masyarakat sehingga masyarakat mengetahui proses jual beli tanah. 
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Ketiga, hendaklah dibuat peraturan yang kusus mengatur tentang jual beli 
tanah sehingga masyarakat dapat mengetahui proses jual beli tanah. 
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